GUBSERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menimbang

TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa berdasarlaan Peraturan Gubernur Nomor 32

Tahun 2019, telah ditetapkan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;

bahwa sehubungan adanya perubahan/penyesuaian
beberapa program pembangunan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu
dilakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Swategis Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan; |

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangla Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pemmbangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;



Mengingat

€.

1.

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, h\ﬁruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerab Tahun 2019-2023;
Pasal 18 Ayat {6) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerahh Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Iembaran I\{egara Republik [Indonesia
Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganén Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Cownid-1% dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6316);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (quambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia [Nomor 43S5S) sebagaimana
telah diubah dengan Undarllg-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Pe¢nanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Cowid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahaq Lembaran Negara Republik
Indonesia Nowor 6516};

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 NomorI 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

Peratur;?n Pemerintah Nomof 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5|888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64(52];

Peraturan Pemerintah Nomof 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lerpbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomo%- 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomoa‘ 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Pcrenca}naan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 NomoiJI 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056),

Peraturan Pemerintah NomoF 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal ('Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Il.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (L-:i:rnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
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13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Datrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Intdonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyrlenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara l?epubh’k Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136};

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 20202024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam NegZeri Nomor 80 Tahun 201S
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah cliengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata <Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Dgerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panja:ng Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembalngunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tal‘!mn 2017 Nomor 1312);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang tentang Sistem Infor}nasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114y);
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Peraturan Menteri Dalam Neéeri Nomor 90 Tahun 2019
tentanlg Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia ’I‘aliwun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Ne{j;eri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksan?;lan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentzimg Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahén Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Nomor {17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangfpa Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 20é5—2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Taliun 2007 Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian éian Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran' Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan DaTE rah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan S?usunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2021 tentgng Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (lLembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
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25. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

(Berita Daerah Provinsi Sumgatera Selatan Tahun 2019
[
Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TEN’;I‘ANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
|

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-

2023.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32

I
Tahun 2019 tentang Rencana $trategis Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023 (Berita Daerali Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu)

ayat yaitu ayat (la), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(1a)

(2)

Pasal 2
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
merupakan penjabaran gari RPJMD Tahun 2019-
2023.
Dalam hal perlu dilakukan penyesuaian, Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Perubahan,

yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2023.

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk pedoman
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
sebagaimana dimaksud IFalam Pasal 2, terdiri atas
Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi sebagai berikut :
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Sekretariat Daerah;

Inspektorat Daerah,;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pengelola Keuarngan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembanga:n Sumber Daya Manusia
Daerah;

Badan Penelitian danf Pengembangan Daerah;
Badan Kesatuan Banlgsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Penghubung;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Ketahanan Paxjgan dan Petemakan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

Dinas Kependuduken dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu; ,

Dinas Pemuda dan Oilahraga;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Perpustakaan;

Dinas Kearsipan,;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

. Dinas Pertanian, | Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

Dinas Perkebunan;

Dinas Kehutanan;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,;
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ll. Dinas Perdagangan;

mm. Dinas Perindustrian;

nn. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dan

00. RS. Dr. Ernaldi Bahar.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ind dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 8 Juai 2022

LL:""U BERNUR SUMATERA b"‘bj;m ;
Dto.
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Jumi 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, |

Dto.
S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 11




